
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;

bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Angkutan Massal Berbasis Jalan, telah diatur mengenai
kewajiban perusahaan angkutan umum untuk memenuhi
stan dar pelayanan minimal meliputi keamanan,
keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan,
dan keteraturan;

b. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan
keselamatan pada angkutan massal berbasis jalan , perlu
dilakukan penambahan terhadap jenis standar pelayanan
minimal angkutan massal berbasis jalan yang terkait
dengan aspek keselamatan;

a.Menimbang
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MEMUTUSKAN:

PERATURANMENTERI PERHUBUNGANTENTANGPERUBAHAN
ATAS PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10
TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
ANGKUTANMASSALBERBASIS JALAN.

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ten tang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
273);

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun
2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010
ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012
Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal
Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 133);

Menetapkan

Mengingat



(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikenai oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin; dan / atau
c. pencabutan izin.

Pasal13a
(1) Penyelenggara Angkutan Massal Berbasis Jalan yang

melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal
Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif.

Pasal I

Menambah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagai
berikut
1. Menambah 10 (sepuluh) jenis Standar Pelayanan Minimal

baru pada Lampiran 1 sebagai berikut:

1) kolom nomor 2 keselamatan yang disisipkan setelah
huruf a 2) menjadi 2)a yaitu jam istirahat dan setelah
huruf b angka 5) menjadi 5)a, 5)b, 5)c, 5)d, 5)e, 5)f, 5)g,
5)h yaitu pintu keluar dan/ atau masuk perrumpang, ban,
rel korden (gorden) di jendela, alat pembatas kecepatan,
pegangan tangan (hand grip), pintu keluar masuk
pengemudi, kelistrikan untuk audio visual, sabuk
keselamatan sehingga menjadi berbunyi sebagaimana
Matrik dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

2) kolom nomor 3 kenyamanan disisipkan setelah huruf b 5)
menjadi 5)a yaitu larangan merokok.

2. Menambah 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 13a, 13b dan13c
yang disisipkan dian tara Pasal 13 dan Pasal 14 yang
berbunyi sebagai berikut:



(2) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan
angkutan orang dalam trayek wajib bertanggungjawab
terhadap kelaikan kendaraan bermotor yang
dioperasikan.

Pasal 14
(1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan

angkutan massal berbasis jalan wajib menyesuaikan
Standar Pelayanan MinimalAngkutan massal berbasis
jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini
dalam waktu paling lama 3 (tiga)tahun sejak Peraturan
Menteriini mulai berlaku.

3. Mengubah Pasa! 14, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut:

Pasa113c
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13a, Perusahaan angkutan umum dikenakan sanksi
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2),Pasal
286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 297,
Pasal 300, Pasal 302, Pasal 304, Pasal 308, Pasal 309, Pasal
311, dan Pasal 313 Undang-undang Nomor22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintasdan AngkutanJalan.

(4) Izin dicabut apabila pemegang izm tidak melaksanakan
kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin
sebagaimanadimaksud pada ayat (3)berakhir.

(3) Pembekuan izm sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender.

(2) Dalam hal pemegang izm tidak melaksanakan
kewajibannya setelah berakhirnya peringatan tertulis ke
3 (tiga),dikenai sanksi administratif berupa pembekuan
izm.

Pasal13b
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a ayat (2) huruf a
dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk
jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari
kalender.



Salinan sesuai dengan aslinya

KEP~A ~~o , UKUMDANKSLN

SRILES AR~HAYU
Pembina Tingkat I (IV Ib)

NIP. 19620620 1989032 001

YASONNAH. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 226

ttd

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2015

IGNASIUS JONAN

ttd

MENTERI PERHUBUNGAN,

Ditetapkan di Jakarta
pada tangga14 Februari 2015

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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